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DHARMOTTAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 10 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa besarnya tarif biaya pengganti tanda uji berkala 
dan biaya pengganti buku uji berkala sebagaimana 
diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor sudah tidak sesuai dengan kondisi harga saat 
ini, sehingga perlu ditinjau kembali ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka 
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2002 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1652) ; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3480) ; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4048); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8               
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3500) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 3527) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 45); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
dan 

BUPATI SEMARANG 

  MEMUTUSKAN :  

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2002 
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR . 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 45), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 Angka 2 diubah serta diantara Angka 2 dan         
Angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu Angka 2 a, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 

2 a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ketentuan  Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (2) berbunyi 
sebagai berikut : 
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Pasal 16 
  

(2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan  sebagai berikut : 

 
a. Tarif Retribusi Pengujian : 

1. Mobil penumpang umum, dengan : 
JBB = 0 – 2.000 sebesar Rp 20.000,00 

2. Mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus, dengan : 
a) JBB =          0 –   4.000  sebesar Rp. 23.000,- ; 
b) JBB =   4.001 –   7.000  sebesar Rp. 24.000,- ; 
c) JBB =   7.001 –   9.000  sebesar Rp. 25.000,- ; 
d) JBB =   9.001 – 12.000  sebesar Rp. 26.000,- ;  
e) JBB = 12.001 –  lebih sebesar Rp. 27.000,- . 
 

3. Kereta gandengan dan kereta tempelan, dengan : 
a) JBB = 10.000 – 20.000 sebesar Rp. 25.000,- ;  
b) JBB = 20.001 – lebih  sebesar Rp. 26.000,- . 
 

b.  biaya pengganti Tanda Uji Berkala  sebesar Rp. 5.500,- ; 
c. biaya pengganti Buku Uji Berkala  sebesar Rp. 8.500,- ; 
d. biaya pemeriksaan gas buang kendaraan bermotor bermesin diesel 

sebesar Rp. 5.000,- ; 
e. biaya pengganti Buku Uji   yang rusak  sebesar Rp. 17.000,- ; 
f. biaya pengganti Buku Uji   yang hilang sebesar Rp. 34.000,- ; 
g.  biaya pengganti Tanda Uji yang rusak sebesar  Rp. 11.000,- ; 
h. biaya pengganti Tanda Uji yang hilang sebesar Rp. 22.000,- . 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang . 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 18-09-2007 

 
WAKIL BUPATI SEMARANG, 
 

CAP TTD 
 

Hj. SITI AMBAR FATHONAH 
 

 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 19-09-2007 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SEMARANG  
 

CAP TTD 
 

WARNADI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 10 
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Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya  

 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

 
CAP TTD 

 
BUDI KRISTIONO 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG   
 

NOMOR 10 TAHUN 2007  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR   

 
I. UMUM 

 
Dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan dasar khususnya  

bahan dasar untuk pembuatan tanda uji dan buku uji kendaraan bermotor, 
berakibat pada kenaikan tarif biaya pengganti tanda uji dan biaya pengganti 
buku uji.  

 
Bahwa besarnya tarif biaya pengganti tanda uji berkala dan biaya 

pengganti buku uji berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor sudah tidak sesuai dengan kondisi harga saat ini, sehingga perlu 
ditinjau kembali berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor . 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

 
Pasal 1 

 
Angka 2  

 
Cukup jelas 

 
Angka 2 a 

 
Cukup jelas 

 
Pasal 16 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas 

  
Pasal II 

      
Cukup Jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 
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